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ABSTRAK 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERJADINYA 

KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API STUDI PADA PT 

KAI WILAYAH SUMATERA SELATAN 

 

NONO M. ZULKARNAIN 

502021022 

 

Perlintasan kereta api yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera 

Selatan, menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di 

perlintasan kereta api dapat menyebabkan kerugian besar, baik dari sisi materiil 

maupun korban jiwa. Kejadian ini seringkali memunculkan pertanyaan mengenai 

siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut, baik dari segi hukum 

pidana maupun kewajiban untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. 

Permasalahan yang dikaji daam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggungjawab 

pidana terhadap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di wilayah PT KAI 

Sumatera Selatan? Apa saja sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku yang 

menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api? Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan penedekatan 

yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitianya tanggungjawaban 

pidana terhadap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api yaitu dapat 

dikenakan sanksi pidana bagi pihak penyelengara sarana perkeretaapian yaitu PT. 

KAI dengan syarat pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan 

oleh kesalahan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian. Dan juga masinis kereta 

api yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: Unsur-unsur 

perbuatan telah memenuhi rumusan delik pidana, mampu bertanggung jawab, 

perbuatan diancam dengan pidana, mempunyai kesalahan yaitu kesengajaan atau 

kealpaan, tidak ada alasan pemaaf maupun tidak ada alasan pembenar. Sanksi 

Pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan 

kereta api yakitu dikenakan terhadap masinis kereta api yang melakukan 

kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dibebani sanksi pidana yang 

terdapat di dalam Pasal 361 KUHP, Pasal 358 KUHP dan Pasal 360 KUHP. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana,  Kecelakaan, Kereta Api 
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ABSTRACT 

 
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ACCIDENTS AT RAILWAY 

CROSSINGS: A STUDY ON PT KAI SOUTH SUMATERA REGION 

 

NONO M. ZULKARNAIN 

502021022 

 

The railway crossings in Indonesia, especially in the South Sumatra region, have 

become one of the accident-prone areas.  Accidents at railway crossings can cause 

significant losses, both in terms of material damage and human casualties.  This 

incident often raises questions about who should be held responsible for the 

incident, both in terms of criminal law and the obligation to prevent similar 

accidents.  The issue examined in this research is: How is criminal responsibility 

determined for accidents occurring at railway crossings in the PT KAI South 

Sumatra region?  What are the criminal sanctions imposed on perpetrators who 

cause accidents at railway crossings?  The research method used in this study is 

the Qualitative Method, while the approach used is the Empirical Juridical.  The 

research results on criminal liability for accidents at railway crossings indicate 

that criminal sanctions can be imposed on the railway infrastructure provider, PT. 

KAI, provided that a third party can prove that the damages were caused by 

negligence in the management of the railway infrastructure.  And also the train 

driver who meets the elements of criminal liability, namely: The elements of the 

act have fulfilled the formulation of the criminal offense, capable of being held 

accountable, the act is threatened with punishment, has fault either intentional or 

negligence, there is no exculpatory reason or justifying reason.  Criminal 

sanctions imposed on perpetrators who cause accidents at railway crossings are 

applied to train drivers who commit mistakes, whether intentional or 

unintentional, and are subject to criminal penalties as stipulated in Article 361 of 

the Penal Code, Article 358 of the Penal Code, and Article 360 of the Penal Code. 

 

Keywords: Accountability, Criminal, Accident, Train 
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BABlI 

PENDAHULUANl 

A. LatarlBelakang 

Konstitusilmenjamin setiaplwarga negara untuk diperlakukan secara 

setara di hadapanlhukum, termasuklhak untuklmemperoleh keadilanlmelalui 

bantuanlhukum. Individu yang kayaldan memiliki pengaruh denganlmudah 

mendapatkanl"keadilan" melaluilpengacaralyang mereka sewa. Sebaliknya, 

masyarakat miskin yang tidak memiliki pemahaman tentang hukum serta 

tidak mampu membayar jasa hukum mengalami ketidakadilan dalam 

memperoleh keadilan. Hal ini menimbulkan persoalan mendasar, yakni akses 

terhadap keadilan yang tidak merata bagi seluruh warga negara, meskipun 

dalam prinsipnya, keadilan harus dapat diakses oleh semua.
1
 

Kemiskinan tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga 

berdampak pada aspek hukumldanlpolitik. Kelompok kayalyang terbiasa 

denganlkekuasaanldapat menggunakan sumber daya mereka untuk 

memastikan keadilan berpihak pada mereka, yang pada akhirnya 

menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok lain. Sementara itu, masyarakat 

miskin menghadapi tantangan besar dalam memperoleh keadilan akibat 

keterbatasan finansial, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan hukum 

untuk memperjuangkan hak-haknya. Sayangnya, tidak seperti kelompok 

                                                           
1
 lPujiono, BantuanlHukum dalamlPerspektif TanggungjawablNegara, Makalah 

disampaikanldalam KegiatanlSeminar “BantuanlHukum dan Akseslterhadap KeadilanlBagi 

MasyarakatlMarginal”, Semarang , 09lPebruaril2020 
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kaya, masyarakat miskin sulit mendapatkan bantuan hukum yang mereka 

perlukan. 

Masyarakat miskinlyang menghadapi permasalahan hukum harus 

menerima kenyataan bahwa kondisi sosial dan politik mereka menghambat 

akses terhadap bantuan hukum yang mereka perlukan. Kemiskinan yang 

berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum 

membuat mereka tidak menyadari hak-hak yang seharusnya mereka miliki. 

Namun, bahkan jika mereka menyadari hak-hak tersebut, hal itu tidak serta-

merta menjamin mereka dapat memperoleh keadilan yang diharapkan. Sistem 

hukum yang disediakan oleh negara dianggap mahal, sulit dijangkau, dan 

jauh dari tempat tinggal mereka.
2
 Selain itu, hukum kini dinilai telah 

mengalami komersialisasi, sehingga masyarakat miskin semakin sulit untuk 

memperoleh keadilan.
3
 Keberadaan mafia hukum di hampir setiap tingkatan 

lembaga peradilan, ditambah dengan persepsi bahwa jasa pengacara sangat 

mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin yang pendapatannya 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semakin memperburuk 

keadaan. 

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan 

terpinggirkan bukan sekadar soal pemahaman mereka terhadap hukum, tetapi 

juga berkaitan dengan posisi tawar mereka yang lemah dalam menghadapi 

negara atau pemilik modal, terutama di negara yang mengalami kemiskinan 

                                                           
2
The WorldlBank, Justicelfor ThelPoor –, MenciptakanlPeluanglKeadilan, ThelWorld 

Bank, lJakarta, 2005, hall85 
3
Asfinawatil, lProlog: BantuanlHukum Cuma-CumaldanlKomersialisasi, dalam 

LembagalBantuan HukumlJakarta, BantuanlHukum AkseslMasyarakat Miskinldan Marjinal 

terhadaplKeadilan,  LBHlJakarta, Jakarta, 2007, hallvi. 
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struktural.
4
 Kemiskinan yang mereka alami bukanlah sesuatu yang terjadi 

secara alami, melainkan akibat dari kondisi yang membuat mereka tetap 

berada dalam keterbatasan. Kesempatan untuk mencapai keseimbangan tidak 

pernah benar-benar ada, sehinggalbantuan hukumlyang diberikanlkepada 

merekalharus mempertimbangkan posisiltersebut. Padalawal 1970-an, 

LembagalBantuanlHukum (LBH) Indonesialmemperkenalkan konsep 

BantuanlHukum Strukturall (BHS), yangltidak hanya bertujuanlmemberikan 

pendampinganlhukum bagilmasyarakat miskinlyang menghadapi kasus 

hukum, tetapi juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui kesadaran akan 

hak-hak mereka serta mendorong reformasi hukum agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
5
 

Terkait dengan status mereka sebagai masyarakat miskin, sistem 

bantuan hukum yang dirancang oleh negara justru tidak berpihak kepada 

kelompok ini, meskipun mereka seharusnya menjadi sasaran utama dari 

bantuan hukum tersebut. Negara dinilai bersikap pasif dalam memberikan 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, bantuan hukum hanya berfungsi ketika seseorang sudah 

berhadapan dengan hukum di pengadilan. Bahkan dalam kasus pidana, hanya 

mereka yang terancam hukuman lima tahun atau lebih yang secara otomatis 

mendapatkan bantuan hukum tanpa perlu mengajukan permohonan.
6
 Negara 

tidak menyadari bahwa setiap hari masyarakat miskin mengalami 

                                                           
4
Justicelfor ThelPoor, MenciptakanlPeluang Keadilan, oplcit 

5
Asfinawati, Prolog, Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi, Oplcit 

6
Pasal 55-56lKitab Undang-UndanglHukum AcaralPidana 
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pelanggaran hak, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum 

karena jenis pelanggaran tersebut tidak dikategorikan sebagailkasus yang 

berhak menerima bantuanlhukum.  

Sikap pasif negaraldalam memberikan bantuanlhukum kepada 

masyarakatlmiskin terlihat dalam kasuslyang mengguncang publik padaltahun 

2009, yaitu "kasuslpencurian kakaololeh NeneklMinah." NeneklMinah, 

seoranglperempuan lanjut usia yangldituduh mencuriltiga buah kakaoldari 

sebuah perusahaanlperkebunan, harus menjalani proses peradilan tanpa 

didampingilpengacara. Ia bahkan terpaksalmenggunakan uanglpribadinya 

untuklbiaya transportasi darilrumahnyalke pengadilan, yanglmelebihi 

penghasilannyalsehari-hari. Kepada wartawan, NeneklMinah mengakultidak 

didampingilpengacaralkarena ia tidakltahu apalitulpengacara. Selainlitu, 

sebagai perempuan desa yang buta huruf, ia tidak memahami Pasal 21 dan 

Pasall47 Undang-UndanglNomor 18lTahun 2004ltentang Perkebunanlyang 

dijadikan dasar dakwaan terhadapnya
7
. Negara tidak memberikan bantuan 

hukum kepada Nenek Minah maupun informasi mengenai aturan hukum yang 

digunakan dalam kasusnya. 

 Bagi masyarakat miskin, hukum adalah sesuatu yang mahal dan 

sulit dijangkau, sehingga mereka merasa tidak perlu bergantung pada 

perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Mereka kerap menjadi 

pengecualian dalam sistem hukum, yang justru sering dirasa tidak adil dan 

membatasi peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Situasi ini 

                                                           
7
“lDuh... TigalBuah KakaolMenyeret Minahlke MejalHijau... “ Kamisl19lNovember 

l2009, www. lkompasl.com 
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terjadi di hampir semua negara berkembang dan miskin di dunia. Masyarakat 

miskinlsering kali menjalani kehidupan di luar batas hukum, seperti bekerja 

tanpa kontrak, menjalankan usaha tanpa izin resmi, atau menempati lahan 

tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Akibatnya, mereka menjadi kelompok 

yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum, sekaligus 

tidak mendapatkan perlindungan ketika hak-hak mereka dilanggar. Misalnya, 

seseorang yang kehilangan tempat tinggal karena tidak mampu mengurus 

sertifikat tanah akan mendapati bahwa hukum lebih berpihak kepada mereka 

yang memiliki uang untuk mengurus dokumen legal tersebut. 

Menurut Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Kaum Miskin 

(Commission on Legal Empowerment of the Poor/CLEP), setidaknya 

terdapat 4 miliar orang di dunialyang hidupldi luarlatau terpinggirkan dari 

sistemlhukum.
8
 Bahkanldi negaralmaju sepertilAmerikalSerikat, gagasan 

bahwalhukum tidakldapat menjangkaulseluruh lapisan masyarakatltelah 

disampaikan olehlPresiden JimmylCarter tigaldekadellalu: "Sembilan puluh 

persen pengacara kita melayani hanya sepuluh persen dari populasi." Kita 

memiliki terlalu banyak pengacara tetapi terlalu sedikit representasi. l
9
 

Masyarakatl, terutamalkelompoklmiskin, menjadi tidaklberdaya karena 

berbagailfaktor, di antaranya kurangnyalpartisipasi dalamlpengambilan 

keputusanl, keterbatasan akseslterhadap informasildan teknologi, prosedur 

peradilanldan administrasilnegara yangltidakladil, sistem yang tidak efisien, 

                                                           
8
Commisionlon LegallEmpowerment oflThe Poor, MakinglLaw Works forlEveryone, 

NewlJersey: ToppanlCompany PrintinglAmerica, 2008, hall26 
9
DavidlUdell and RebeccalDiller, WhitelPaper, Accesslto Justice: OpeninglThe 

CourthouselDoor, BrennanlJustice Center, NewlYork UniversitylSchool oflLaw, NewlYork: 2007  

hal. 4  
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serta minimnya penghargaanlterhadap praktik sosialldan pengetahuanlbudaya 

mereka.
10

 

Faktaljuga menunjukkanlbahwa masyarakatlmiskin tidaklselalu 

memilihlpengadilan ataullembaga hukumlyang disediakanloleh negaraluntuk 

menyelesaikanlkonflik yanglmereka hadapi. Pandangan bahwalproses 

peradilan memakanlwaktullama, biayaltinggi, sulit dijangkau karena faktor 

jarak, serta adanya aparat penegak hukum yang korup dan cenderung 

berpihak pada pihak yang lebih kuat membuat banyak orang enggan 

mengakses lembaga penegaklhukum yanglada. Dalamlbukunya Legal 

Traditionslof ThelWorld, Patrick Glenn menyorotilketidakefektifan 

pengadilanlformal dengan menyatakan: 

"Negara itu korup... berbeda dan jauh dari rakyatnya, yang, karena 

tidak memiliki alternatif yang layak, kembali pada cara-cara lama sebagai 

sarana bertahan hidup. Namun, cara-cara lama ini tidak lagi seperti dulu, 

karena telah dilemahkan oleh migrasi tenaga kerja, industrialisasi parsial, 

urbanisasi, dan secara umum oleh kapitalisme."  

Setelahl40 tahun perjuangan, DewanlPerwakilan Rakyatl (DPR) 

akhirnya mengesahkanlUndang-Undang Nomorl16 Tahun 2011ltentang 

BantuanlHukum. Untuk pertama kalinya, negaralsecara eksplisit menyatakan 

komitmennya untuk mendukung penyelenggaraanldan pendanaanlbantuan 

hukumlbagi masyarakatlmiskin danlkelompok terpinggirkan. lUndang-

undang inildianggap sebagai langkah positif dari pemerintahluntuk menjamin 

                                                           
10

Laporan BanklDunia Tahunl2000/2001 dalam „Povertrylis BecauselLand‟ //www.grida. 

lno/ 
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hak-haklwarga negara, sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum bukan 

sekadar sloganlbelaka.  

lPertama, sepanjanglsejarah RepubliklIndonesia, belumlpernah adalsatu 

pun produklhukum dalam bentuk undang-undangl (lexlspecialis) yanglsecara 

khususlmengatur tentang bantuanlhukum gratis. Kedua, sebagaimanalproduk 

legislasi sebelumnya, selalu terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat 

miskin dan kelompok marjinal dengan realitas saat mereka mencoba 

memanfaatkan ketentuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum. Ketiga, 

sejarah ambivalensi dalam penegakan hukum tampaknya terus berulang, di 

mana banyak produk legislasi tidak memberikan jaminan dalam 

pelaksanaannya. Dengan demikian, penegakan hukum bukanlah pemberian, 

melainkan hasil dari perjuangan kolektif yang terus-menerus. Meskipun 

demikian, hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum semakin mempertegas bahwalbantuan hukumladalah bagianldarilhak 

konstitusional setiaplwarga negaraltanpa pengecualian. Denganlharapan besar 

yangldisematkan pada undang-undanglini, akankah kesalahan regulasi di 

masa lalu terulang kembali?  

Berdasarkanllatar belakanglsebagaimana diuraikanlsebelumnya, maka 

penulislingin mencariljawaban darilpermasalahan yanglakan diangkatldalam 

penelitianlberbentuklskripsi, denganljudul “PERANlLEMBAGA 

BANTUANlHUKUM DALAMlPENDAMPINGAN TERSANGKA 

TIDAKlMAMPU DIlKEPOLISAN RESORl (POLRES) lOKU 

SELATAN”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peranlLembaga BantuanlHukum dalam mendampingiltersangka 

yang tidaklmampu untuk mendapatkan bantuanlhukum dilPolreslOku 

Selatanl? 

2. Hambatan apa sajalyang ditemui dalamlpemberian bantuanlhukum bagi 

terdakwa yang tidakldapat memperolehlbantuan hukumldi PolreslOku 

Selatanl? 

C.   RuanglLingkup 

lPenelitian skripsi ini berada dalamllingkup HukumlPidana, yanglsecara 

khusus mengkajilakses masyarakatlkurang mampulterhadap bantuanlhukum 

serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dilPolreslOku 

Selatan. 

D.  Tujuanldan ManfaatlPenelitian 

1.   TujuanlPenelitian 

a. Untuklmemahami peranlLembaga BantuanlHukum dalamlmembantu 

tersangkalmiskin dalamlmemperoleh bantuanlhukum di PolreslOku 

Selatanl.  

b. Untuklmengidentifikasi hambatan-hambatanlyang dihadapildalam 

pemberian bantuanlhukum gratis olehllembaga bantuanlhukumlbagi 

masyarakatlkuranglmampu di PolreslOkulSelatan. 

2.   ManfaatlPenelitian 

1. Secaralteoretis, penelitian ini diharapkanldapat memberikanlkontribusi 

ide kepada komunitas akademik dan masyarakat umum terkait 
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pemahaman tentang bantuan hukum serta mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada 

masyarakat kuranglmampu.  

2. Secaralpraktis, penelitian ini diharapkanldapat memberikan\l masukan 

dalamlmeninjau, merumuskan, danlmenyempurnakanlkebijakan 

pemerintahldalam upayalbantuan hukumlserta mempelajarilhambatan-

hambatanlyang dihadapi oleh lembaga bantuanlhukum dalam 

memberikan bantuanlhukum kepada masyarakatlkuranglmampu. 

E.    KerangkalKonseptual 

 1. Peranladalah perilakulyang diharapkanldari seseoranglsesuai dengan 

posisinya. Dalam sebuahlsistem, peranljuga dapat didefinisikanlsebagai 

posisilatau fungsildalam sebuah organisasilyang menggambarkan 

kontribusilindividu terhadapltujuan organisasiltersebut. 

 2. Lembagaladalah entitas yanglmengatur hubunganlantarlindividu, latau 

sekumpulan aturanlyang mengaturlmasyarakat. Lembagaldidefinisikan 

sebagailtempat di mana oranglberkumpul untuklbekerja samalsecara 

terorganisirldan terkontrol guna mencapailtujuanlbersama. 

 LembagalBantuan Hukumladalah organisasi masyarakatlyanglsecara 

khususlbertugas memberikanlbantuan hukumlkepada pemohonlyang 

berasal dari kelompok masyarakat yang secara finansial kurang mampu. 

Definisilini juga dapat ditemukan dalamlberbagai peraturanlperundang-

undanganldi Indonesial misalnya: 
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a) UUlNo. 16lTahun 2011ltentang BantuanlHukum, yang menyatakan 

bahwa BantuanlHukum adalah layanan hukumlyang diberikanloleh 

Penyedia BantuanlHukum secara cuma-cumalkepada Penerima 

BantuanlHukum; 

b) UUlNo. 18 Tahunl2003 tentanglAdvokat, yang menyebutkan bahwa 

BantuanlHukum adalah layanan yangldiberikan oleh advokatlsecara 

gratis kepadalklien yangltidak mampulmembayar; 

c) PPlNo. 83 Tahunl2008 tentang Penyediaan BantuanlHukum Pro 

Bono, yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum Pro bono adalah 

bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat tanpa menerima 

imbalan, termasuk konsultasi hukum, pelaksanaan suratlkuasa, 

mewakili, lmendampingi, lmembela, danlmelakukan tindakanlhukum 

lainldemi kepentinganlpencari keadilanlyang tidaklmampu. 

3. Pendampinganladalah seseorang yangldipercaya danlmemiliki 

kompetensiluntuk membantu korbanldalam mengakseslhak-haknya 

terkait perlindungan danllayananlpemulihan. 

4. Tersangkaladalah seseoranglyang, berdasarkan tindakan ataulkondisi 

tertentu, dengan buktilawal yanglcukup, secara wajar dicurigai telah 

melakukan suatu kejahatan. 

F.   ReviewlStudi Terdahululyang relevanl 

Hasillpenelitian sebelumnyaldapat dijadikanlacuan untuk penelitianlini. 

Olehlkarena itu, hasil penelitian sebelumnya disajikan sebagai berikut: 
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1. Febrianto Gunawan, Universitas Semarang, Jurnal, Tahun 2024, dengan 

judul Peran Bantuan Hukum untuk Tersangka dalam Proses Penyidikan, 

temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum 

untuk tersangka di Polres Semarang belum sepenuhnya optimal dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat 

kerangka hukum yang jelas mengenai hak atas bantuan hukum bagi 

tersangka miskin, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan 

signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam 

pelaksanaan bantuan hukum, yang cenderung menguntungkan mereka 

yang memiliki sumber daya finansial lebih, sementara masyarakat miskin 

sering kali mendapat akses yang tidak memadai. 

2. Ramjaya Aditya Putra, Universitas Batam, Jurnal, Tahun 2024, dengan 

judul Analisis Yuridis terhadap Pemberian Bantuan Hukum kepada 

Tersangka dalam Proses Penyidikan oleh Polres Barelang Kota Batam, 

temuan penelitiannya menunjukkan bahwa legislasi yang mengatur 

bantuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 
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3. Ahmad Dasan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jurnal, Tahun 2022, 

dengan judul Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam 

Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin, temuan 

penelitiannya menunjukkan bahwa model pemberian bantuan hukum 

kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang diberikan oleh 

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah 

Bengkulu diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin yang mencari 

keadilan, dan bantuan hukum yang diberikan tidak terbatas hanya pada 

bantuan hukum litigasi. 

G. MetodelPenelitian 

1. JenislPenelitian 

Penelitianlyang dilakukanloleh penulisltermasuk dalamlkategori penelitian 

hukumlsosiologis ataulempiris, yang mencakup penelitianlmengenai 

identifikasilhukum dan efektivitas hukum. Penelitianlini dimulai dengan 

memeriksa data pustaka sebagaildata sekunderlyang berkaitanldengan isu-isu 

yanglakan dibahas olehlpenulis.  

2.  PendekatanlMasalah 

MenurutlMukti Fajarldan YuliantolAchmad, untukljenis penelitianlempiris, 

metodelpendekatan yang digunakan adalah pendekatanlkualitatif, yaitulcara 

menganalisis hasillpenelitian yanglmenghasilkan datalanalitisldeskriptif, 

yakni datalyang diungkapkan olehlresponden baik secaraltertulis maupun 

lisan, sertalperilaku aktual yangldipelajari dan diperiksa secara menyeluruh. 
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3.    SumberlDan JenislData 

a. SumberlData Primerlmengacu pada kata-kataldan tindakanlyang 

diamatildalamlwawancara. Perekaman data primer melaluilobservasi 

danlwawancara merupakanlhasil gabunganldari kegiatanlmelihat, 

mendengar, danlbertanya yangldilakukan secaralsadar, terarah, ldan 

selalulbertujuan untuk memperolehlinformasi yangldiperlukan, yang 

diperolehllangsung darilresponden, yaitulaparat penegaklhukum dalam 

memberikanlakses bantuanlhukum gratisldi wilayahlhukum PolreslOku 

Selatan. 

b. Datalsekunder berfungsilsebagai pelengkaplatau pendukungldata 

primer. Datalini bersumberldari literatur, yaknilperaturan-peraturan, 

dokumenlresmi yanglberkaitan denganlpemberian akseslbantuan hukum 

gratislkepada masyarakatlmiskin dan kurang mampuldi wilayahlhukum 

PolreslOku Selatan. 

4.    TekniklPengumpulanlData 

1. PengumpulanlData 

Dalamlpengumpulan atau karakterisasi data, penulislmelakukan 

langkah-langkahlberikut: 

a. Untuklmemperoleh datalsekunder, dilakukanldengan menelaah dan 

menganalisislberbagai dokumenlmelalui pembacaan buku, 

pemeriksaan peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis 

lainnya. 
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Untuk mendapatkan data pendukung, dilakukan wawancaraldengan 

pihaklterkait, yaituladvokat, penyidik, serta masyarakatlpencari 

keadilanlyang berstatus tersangka dan tidaklmampu membayar jasa 

hukum dilPolres OkulSelatan. 

5. PengolahanlData 

Setelahldata terkumpul, baikldata sekunderlmaupun primer, datalakan 

diproses dengan cara berikut: 

a. Memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan 

penelitian yang dilakukan. 

b. Melakukan sistematisasildata, yaitu menyusun ulang data 

berdasarkanlrumusan masalahlagar lebih mudahldianalisis. 

Tanggapan darilresponden akan dirangkum terlebihldahulu dan 

dikategorikan keldalam kelompok tertentulyang telah ditentukan 

sebelumnya. 

6.      TekniklAnalisis Datal 

Datalyang telah dikumpulkan akanldianalisis menggunakan metode 

kualitatifl. Analisisldata kualitatiflmerupakan proses pengolahan datalyang 

diperoleh secara alami dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Data ini sulit 

diukur secara kuantitatif, memiliki hubungan antarvariabel yang tidak selalu 

jelas, serta dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Proses analisis 

dilakukan dengan mengembangkan data dalam bentuk narasi atau kalimat 

yang menggambarkan temuan penelitian. Pendekatan kualitatif juga 
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berfokus pada pemeriksaan dan pelaporan kondisi nyata yang ditemukan 

langsung di lokasilpenelitian. 

G.    SistematikalPenulisan 

 Penelitianlini akan disusun denganlstruktur berikutl: 

BABlI : Mengulas latarlbelakang masalah, rumusanlmasalah, tujuanldanlmanfaat 

penelitian, metodepenelitian, serta sistematikapenelitian. 

BABII: Membahas tentang LembagaBantuan Hukumdan bantuanhukum bagi 

masyarakatkurang mampu. 

BABlIII: Menyajikan hasillpenelitian danlpembahasan. 

BablIV: Berisi kesimpulan danlsaran. 
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